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MINISTRY OF TRADE

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 110/BAPPEBTI/PER/01/2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN

BERJANGKA KOMODITI NOMOR 63/BAPPEBTI/Per/9/2008
TENTANG KETENTUAN TEKNIS PERILAKU PIALANG BERJANGEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada
masyarakat dan menjamin kepastian hukum, maka dipandang
perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor
63 /BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku
Pialang Berjangka dan Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor
64 /BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang perubahan atas Peraturan
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor
63 /BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku

Pialang Berjangka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59 /P Tahun 2011;

4. Keputusan Presiden Nomor 69/M Tahun 2013 tentang
Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian

Perdagangan;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan

dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun
2011,



Menetapkan :

Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor: 110/BAPPEBTI/PER/01/2014

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,

Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

92 Tahun 2011;

7. Peraturan Menter1 Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 57/M-DAG/PER/10/2012;

8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan

Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi Nomor 64 /BAPPEBTI/Per/1/2009;

9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan
Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan
Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor
107 /BAPPEBTI/PER/11/2013;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 63/BAPPEBTI/Per/9/2008
TENTANG KETENTUAN TEKNIS PERILAKU PIALANG BERJANGKA.

Pasal |

Menyisipkan 1 (satu) Pasal baru diantara Pasal 3 dan Pasal 4 dalam
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis
Perilaku Pialang Berjangka yaitu Pasal 3A yang berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3A

(1) Dalam hal penerimaan Nasabah dilakukan untuk transaksi
Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, maka

dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen
Perjanjian Pemberian Amanat wajib berpedoman dengan
menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.10.1 dan Formulir
Nomor: IV.PRO.11.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi ini.



Peraturan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor: 110/BAPPEBTI/PER/01/2014

(2) Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

Pasal 1]

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
in1 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2014
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SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :
1. Menteri Perdagangan R.I.:

. Wakil Menteri Perdagangan R.I.:

. Oekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
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. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti.



